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ABSTRAK 

Airlangga Indra Kusuma, 2021. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Di 

Desa Mekarsari Kabupaten Barito Kuala (Studi Kasus LPM Non Aktif Di 

Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala 

Kalimantan Selatan). Skripsi, Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah 

Syariyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al 

Amruzi, M. Hum (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. 

Kata Kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, non-aktif, Desa Mekarsari. 

Penelitian ini bertolak dari informasi awal didapatkan yang kemudian 

dilanjutkan dengan observasi awal penulis tentang Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) Desa Mekarsari yang non-aktif. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) Desa Mekarsari dan apa saja hambatan dan tantangannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi LPM di Desa Mekarsari sehingga menyebabkan kelembagaan ini 

menjadi tidak aktif lagi 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat deskriptif, 

berlokasi di Desa Mekarsari, kecamatan Mekarsari kabupaten Barito Kuala. 

Subyek penelitiannya adalah pengurus LPM dalam hal ini ketua aktif LPM yang 

aktif, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan orang yang dianggap bisa menjawab 

pertanyaan dalam penelitian ini. Sedangkan objeknya adalah Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing dan klasifikasi, 

kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif 

dengan mengacu pada landasan teori. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dengan dua gambaran besar, 

yakni bersifat alamiah dan bersifat politis. Pertama, bersifat alamiah, yakni 

Sumber Daya Alam yang tidak dapat dimaksimalkan, sehingga tidak ada 

pemasukan tetap yang dapat dikelola oleh LPM. Selain itu minimnya kreatifitas 

pada sisi Sumber Daya Manusia, sehingga kurangnya karya yang diproduksi dan 

kegiatan yang mampu dimaksimalkan. Kedua, bersifat politis, (1) tidak adanya 

kejelasan peraturan pemerintah mengenai berapa penghasilan dari kelembagaan 

LPM, (2) kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sehingga memunculkan keresahan dan miss-

komunikasi antar lembaga, (3) kecurigaan dan kecemburuan sosial antar lembaga 

juga menjadi masalah pada jalannya roda pemerintahan dan roda organisasi di 

desa Mekarsari kabupaten Barito Kuala. 

 




